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Poverty remains a challenge in the Special Region of Yogyakarta (DIY) despite 
tourism development and transfer funds from the central government. Human 
development through improvements in the Human Development Index (HDI) 
is also part of the poverty reduction strategy. This study examines the effects of 
tourism, HDI, balancing funds, and village funds on poverty levels in five 
districts/cities of DIY during 2016–2023 using panel data regression with the 
Fixed Effect Model. The results show tourism and HDI significantly reduce 
poverty, balancing funds have no significant effect, while village funds increase 
poverty levels. These findings imply the need for inclusive tourism 
development, stronger human capital through HDI, and better governance and 
targeting of transfer funds, especially village funds, so they can effectively 
support poverty reduction. 

Abstrak 

Kemiskinan masih menjadi persoalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
meskipun sektor pariwisata berkembang dan dana transfer dari pemerintah 
pusat telah dialokasikan. Peningkatan kualitas manusia melalui Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi bagian dari strategi pengentasan 
kemiskinan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pariwisata, IPM, dana 
perimbangan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di lima 
kabupaten/kota DIY periode 2016–2023 dengan metode regresi data panel 
menggunakan Fixed Effect Model. Hasil menunjukkan pariwisata dan IPM 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak 
berpengaruh, sedangkan dana desa berpengaruh positif signifikan. Temuan ini 
menunjukkan pentingnya pengembangan pariwisata yang inklusif, penguatan 
pembangunan manusia melalui peningkatan IPM, serta perbaikan tata kelola 
dan ketepatan sasaran dana transfer, khususnya dana desa, agar efektif 
menekan kemiskinan. 
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PENDAHULUAN 
Kemiskinan menjadi masalah kompleks bagi setiap negara di dunia. Kemiskinan menjadi indikator 
bahwa masyarakat tidak berada dalam kondisi sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sebagai 
masyarakat miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta memiliki pengeluaran 
dibawah garis kemiskinan (Purnama, 2017)  Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang 
penting untuk dituntaskan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
masih tingginya jumlah penduduk miskin dalam tingkat nasional.  BPS (2023) mencatat bahwa pada 
2019 sampai 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 25,1 juta jiwa menjadi 27,5 
yang diperparah dengan kondisi pandemi covid-19. Pandemi covid-19 memberikan dampak negatif 
terhadap aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memicu peningkatan pengangguran serta 
penurunan pendapatan masyarakat (Setyadi & Indriyani, 2021). Tingkat kemiskinan menunjukkan 
penurunan pada tahun 2022 hingga 2023 seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Namun 
demikian, angka kemiskinan pada tahun 2023 masih tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan 
kondisi sebelum pandemi, yakni pada tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di 
Indonesia menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Wilayah Indonesia yang 
berbentuk kepulauan menyebabkan masalah kemiskinan yang dihadapi antara daerah satu dan 
lainnya berbeda-beda.  Berikut di bawah ini adalah kondisi kemiskinan berdasarkan pulau di 
Indonesia : 

 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau di Indonesia, 2019-2022 

Pulau Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)  

2019 2020 2021 2022 2023 

Jawa 12.555,90 14.752,02 14.023,52 13.106,92 13.621,34 
Sumatera 4.767,52 5.851,53 5.862,66 5.763.42 5.669,17 
Sulawesi 1.988,76 2.061,51 2.007,08 2.030.71 2.042,89 
Papua 1.108,50 1.127,45 2.093,04 1.537.42 1.515,54 
Kalimantan 961,52 1.016,10 975,41 995,86 963,49 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 
 

Tabel 1. menunjukkan Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tertinggi diantara pulau lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah 
penting di Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa menjadi sentral pembangunan tetapi hal ini tidak 
berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan 
pendapatan di Pulau Jawa belum merata sehingga belum mencapai tingkat kemiskinan yang relatif 
rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara detail persentase tingkat kemiskinan di Pulau Jawa 
berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam Tabel 2.  

 
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2019-2022  

Provinsi 
Tahun 

Rata-Rata 
2019 2020 2021 2022 2023 

DKI Jakarta 3,44 4,61 4,69 4,65 4,44 4,366 
Jawa Barat 6,86 8,15 8,18 7,92 7,62 7,746 
Jawa Tengah 10,69 11,62 11,52 10,95 10,77 11,11 
DI. Yogyakarta 11,57 12,54 12,35 11,41 11,04 11,78 
Jawa Timur 10,28 11,27 10,99 10,43 10,35 10,66 
Banten 5,01 6,27 6,58 6,2 6,17 6,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 
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Tabel 2. menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan 
tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan DI Yogyakarta adalah 11,78 
persen dan menjadi paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya 
ketimpangan yang memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat DIY juga merupakan daerah dengan 
capaian IPM yang tinggi serta mempunyai potensi pariwisata yang baik dalam skala nasional. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain potensi wisata setiap 
daerah Zainuri et al., (2021). Zhao, (2021); Khan et al., (2020); Winter & Kim, (2021) menjelaskan bahwa 
sektor pariwisata berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. DI Yogyakarta dikenal dengan 
sektor wisatanya yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Destinasi 
wisata tersebut memiliki keunikan tersendiri dengan budaya Yogyakarta yang sangat kental dan 
peninggalan bersejarah yang menjadikan DI Yogyakarta memiliki potensi pariwisata dari berbagai 
sektor seperti keindahan alam, seni, budaya, kuliner, dan tempat bersejarah (Adhitya et al., 2020). 
Sektor pariwisata ini akan menjadi sektor yang mendukung untuk pemerintah daerah untuk 
mengentaskan masalah kemiskinan. Selain sektor pariwisata, pengentasan kemiskinan harus 
didukung oleh kualitas sumber daya manusia (Isnaini et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) menjadi indikator yang merepresentasikan kualitas SDM di suatu daerah. Nilai IPM yang tinggi 
mengindikasikan SDM yang berkualitas dan mampu menunjang kehidupan pada taraf yang lebih 
tinggi. Ini disebabkan karena SDM yang berkualitas akan memiliki produktivitas lebih tinggi 
dibanding SDM dengan kualitas yang lebih rendah. Penelitian Andhykha et al., (2018) juga 
menunjukkan bahwa IPM dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan. 
Sementara itu, penelitian Zein & Septiani, (2024) menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh 
terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 

Pelaksanaan otonomi yang diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal turut berkontribusi 
dalam upaya pengentasan kemiskinan karena memungkinkan pemerintah daerah memiliki 
kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya serta perumusan kebijakan 
pembangunan (Shahid et al., 2022). Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah 
desentralisasi fiskal, yaitu kebijakan kebebasan pengelolaan keuangan daerah serta pemberian 
transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung berjalannya desentralisasi fiskal tersebut. 
Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dana perimbangan. Dana 
perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi 
Hasil (DBH), sementara dana desa disalurkan langsung ke pemerintah desa untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian Sofilda & Hamzah, (2015)  
menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti 
bahwa DAU memberikan kontribusi kepada pengentasan kemiskinan. Selain DAU, penelitian 
Gumelar, (2021) menunjukan bahwa DAK berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 
Kabupaten/Kota Selawesi Tengah yang berarti bahwa DAK dapat memberikan dampak kepada 
penurunan kemiskinan. Lebih lanjut Nany et al., (2022) juga menemukan bahwa DBH memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya tingginya perolehan DBH dapat 
menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, penelitian Tselios & Rodríguez-Pose, (2024) 
menunjukkan bahwa desetralisasi fiskal efektif untuk menurunkan kemiskinan hanya pada wilayah 
perkotaan dengan tata kelola yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal tidak 
selalu memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan tetapi juga dapat memperbesar 
ketimpangan pendapatan antar masyarakat (Zhang et al., 2024; Muhlisin et al., 2025). Gavriluţă et al., 
(2020) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali tidak efektif sehingga 
kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan kurang optimal. Selain dana perimbangan, 
transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah juga dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa 
dilaksanakan pertama kali setelah disahkannya UU No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada tahun 
2015. Pada dasarnya pengguliran dana desa menjadi upaya mewujudkan desentralisasi fiskal dengan 
memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara mandiri. 



 
 

________Lingkar Ekonomika, Vol. 4, No.2, Oktober, pp. 79 – 90 
 

82 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Paska et al.,(2025) menyebutkan bahwa dana desa secara optimal 
menekan angka kemiskinan pada periode sebelum terjadi pandemi Covid-19, namun setelah pandemi 
covid-19 dana desa tidak mampu menekan tingkat kemiskinan. Aziz, (2017) juga menjelaskan bahwa 
pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana desa masih dinyatakan belum efektif. Selain itu 
penelitian yang dilakukan oleh penelitian Arham & Rauf, (2020) memberikan temuan yang 
berlawanan dengan tujuan transfer dana desa yang tidak signifikan membantu mengurangi 
ketimpangan, karena penggunaan dana tersebut cenderung berpihak pada aparatur desa atau 
kerabatnya secara pribadi. Berdasarkan analisis penelitian terdahulu ditemukan inkonsistensi hasil 
penelitian terkait pengaruh pariwisata, indeks pembangunan manusia, dana perimbangan dan dana 
desa dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis lebih lanjut pengaruh pariwisata, IPM, dana perimbangan dan dana desa terhadap 
tingkat kemiskinan khususnya di lima kabupaten/kota di DIY selama periode 2016–2023. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data penelitian terdiri dari data tingkat kabupaten atau 
kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016-2023. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan dalam regresi data panel melalui Chow 
Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test (Rifkhan, 2023). Chow Test dilakukan untuk 
membandingkan model Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Apabila nilai p-value 
< 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM, sedangkan apabila nilai p-value > 0,05 maka model yang 
terpilih adalah CEM. Hausman Test dilakukan untuk menguji model Fixed Effect Model (FEM) dan 
Random Effect Model (REM). Apabila nilai p-value < 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM, 
sedangkan apabila nilai p-value > 0,05 maka model yang terpilih adalah REM. Terakhir, Lagrange 
Multiplier Test dilakukan untuk menguji antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model 
(FEM). Apabila nilai p-value < 0,05 maka model yang terpilih adalah REM, sedangkan apabila nilai p-
value > 0,05 maka model yang terpilih adalah CEM. 

Selain melalui pemilihan model terbaik, model penelitian harus memenuhi kriteria Best Linear 
Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian BLUE dapat melalui uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi  (Gujarati, 2013). Selanjutnya, data yang 
digunakan dalam penelitian ini mempunyai satuan yang tidak sama. Oleh karena itu perlu dilakukan 
transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) sehingga hasil penelitian dapat mencapai 
kondisi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Secara spesifik formula transformasi data pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

𝐿𝑛𝐾𝐸𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑃𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑃𝐸𝑅3𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝐷𝐷𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡    (1) 
Keterangan : 
KEM  : Kemiskinan  
𝛽  : Koefisien regresi   
PAR  : Pariwisata  
IPM : Indeks Pembangunan Manusia  
PER  : Dana Perimbangan  
DD  : Dana Desa  
e  : Error  
i  : wilayah yang diteliti  
t  : Tahun 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisis 
1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2023

Observations 32

Mean       0.000000

Median  -0.004024

Maximum  0.078269

Minimum -0.096167

Std. Dev.   0.033272

Skewness  -0.087110

Kurtosis   4.242067

Jarque-Bera  2.097443

Probability  0.350386 
 

 
Gambar 1. Uji Normalitas (Data Diolah, 2024) 

 
Gambar 1. menunjukkan bahwa nilai p-value pada uji normalitas adalah 0,350 > 0,05 dapat 

diartikan penelitian ini lolos uji normalitas. 
b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Uji Multikolienaritas (VIF) 

Variabel VIF 

PAR  1,518 
IPM  1,543 
PER  1,598 
DD  1,515 

 Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024 

 
Tabel 3. menujukkan bahwa nilai VIF < 10 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari gejala 

multikolienaritas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t P-Value  

C -1,424 0,167 
PAR 1,472 0,153 
IPM 0,570 0,573 
PER 1,235 0,228 
DD -0,677 0,504 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024 

 
Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai p-value pada setiap variabel memiliki nilai > 0,05 yang 

berarti bahwa model dalam penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 
Tabel 5. Uji Autokorelasi 

Kriteria Nilai 
Durbin-Watson (D) 1,625 
dL 1,176 
dU 1,732 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024 
 

Tabel 5. menunjukkan dL < D < dU yaitu 1,1769< 1,6935 <1,7323. Kriteria ini memberikan arti 
bahwa tidak terdapat keputusan.  Pada analisis regresi data panel uji autokorelasi merupakan uji 
asumsi klasik yang dapat diabaikan karena data panel bersifat gabungan antara cross section dan time 
series (Basuki & Yuliadi, 2014). 

 
2. Uji Pemilihan Model 

a. Uji Chow 
Tabel 6. Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 125,879 (3,24) 0,000 
Cross-section Chi-square 90,159 3 0,000 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024 

 
Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai p-value uji chow adalah 0,000 < 0,05. Artinya model terbaik 

yang terpilih adalah Fixed Effect Model. 
b. Uji Hausman 

Tabel 7. Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq d.f. Prob. 
Cross-section random 15,104 4 0,004 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025 

 
Tabel 7.  menunjukkan bahwa nilai p-value uji hausman adalah 0,004 < 0,05. Artinya model terbaik 

yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model terbaik yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah model Fixed Effect Model. 

 
3. Hasil Regresi Data Panel 

Tabel 8. Hasil Regresi Berganda Data Panel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 30,222 5,295 5,706 0,000 
LNPAR -0,024 0,011 -2,107 0,045 
LNIPM -5,656 1,105 -5,118 0,000 
LNPER -0,201 0,161 -1,244 0,225 
LNDD 0,268 0,079 3,398 0,002 
Adjusted R-squared 0,974 
F-statistic 167,735 
Prob(F-statistic) 0,000 
Durbin-Watson stat 1,625 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025 
 
 
 



85 

 
 

Pengaruh Pariwisata, Indeks Pembangunan .... (Lilis, dkk.)_______________ 

 

 

 

𝐾𝐸𝑀̂ = 30,222 − 0,0240𝑃𝐴𝑅 − 5,656𝐼𝑃𝑀 − 0,201𝑃𝐸𝑅 + 0,268𝐷𝐷 
Berdasarkan persamaan diatas berikut merupakan penjelasan model regresi data panel: 
a. Koefisien bernilai 30,222 yang memiliki arti bahwa jika pariwisata, IPM, dana perimbangan dan 
dana desa bernilai nol maka kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta adalah 30,22 persen. 
b. Pariwisata memiliki 0,045 < 0,05 dan koefisien bernilai -0,024. Hal ini berarti jika pariwisata naik 1 
persen maka kemiskinan akan turun 0,024 persen. 
c. IPM memiliki 0,000 < 0,05 dan koefisien bernilai -5,656. Hal ini berarti jika IPM naik 1 persen maka 
kemiskinan akan menurun 5,656 persen.   
d. Dana perimbangan memiliki 0,225  > 0,05 dan koefisien bernilai -0,201. Hal ini berarti dana 
perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. 
e. Dana desa memiliki 0,002 < 0,05 dan koefisien bernilai 0,268. Hal ini berarti jika dana desa naik 1 
persen maka kemiskinan akan naik 0,268 persen. 

 
4. Koefisien Determinasi 

Tabel 9. Koefisien Determinasi 

Kriteria Nilai 

Adjusted R-squared 0,974 

Sumber: Hasil Analisis, diolah 2024 

 
Tabel 9. menunjukkan nilai adjusted r-square adalah 0,974. Hal ini memberikan arti pariwisata, IPM, 

dana perimbangan, dan dana desa dapat menjelaskan sebesar 97,4 persen terhadap variasi kemiskinan 
di Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan terdapat 2,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 
penelitian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. 

 
5. Uji Statistik 
a. Uji t-Statistik  

Merujuk pada Tabel 8. diketahui bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam penelitian ini secara parsial adalah sebagai berikut : 
1.) Pariwisata memiliki koefisien negatif yaitu -0,024 dan nilai p-value yaitu 0,045 < 0,05. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI 
Yogyakarta. 
2) IPM memiliki koefisien negatif -5,656 yaitu dan nilai p-value 0,000 < 0,05 yang berarti IPM 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. 
3 ) Dana perimbangan memiliki koefisien negatif yattu -0,201 dan nilai p-value 0,225 > 0,05 yang 
berarti bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. 
4) Dana desa memiliki koefisien positif yaitu 0,268 dan nilai p-value 0,002 < 0,05. Oleh karena koefisien 
positif maka dapat diartikan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. 

 
a. Uji F-Statistik 

Tabel 10. Uji F-Statistik 

Kriteria Nilai 
F-statistic 167,735 
Prob(F-statistic) 0,000 
Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025 
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Tabel 10. menunjukkan bahwa nilai p-value pada uji F adalah 0,000 < 0,05 sehingga dapat 
dikatakan variabel pariwisata, IPM, dana perimbangan, dan dana desa secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. 

 
6. Uji Elastisitas 

Tabel 11. Uji Elastisitas 

Variable Elastisitas Keterangan Hasil 
Penelitian 

PAR -0,024 Berpengaruh signifikan 

IPM -5,656 Berpengaruh signifikan 

PER -0,201 Tidak Berpengaruh 

DD 0,268 Berpengaruh signifikan 
Sumber: Hasil Analisis, diolah 2025 

 
Tabel 11.  menunjukkan bahwa pariwisata, IPM, dana perimbangan dan dana desa merupakan 

variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai elastisitas tertinggi adalah IPM yaitu 5,656. Hal ini dapat diartikan bahwa 
IPM merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. 
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pariwisata berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa pariwisata dapat menekan 
tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Pariwisata menjadi sektor yang dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan baru sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di DI Yogyakarta. 
Terserapnya tenaga kerja secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan 
peningkatan hidup layak bagi masyarakat, sehingga kondisi kemiskinan di DI Yogyakarta akan 
menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuri et al., (2021); Folarin & 
Adeniyi, (2020) yang menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kemiskinan. Selain itu penelitian Sudiarta & Suardana (2016) menunjukkan bahwa sektor pariwisata 
di Bali memiliki dampak kepada keterbukaan-nya lapangan kerja sehingga berpotensi menekan 
kemiskinan.  

Selain pariwisata, modal manusia yang tercermin dari IPM juga terbukti dapat menurunkan 
tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas SDM yang 
baik, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. SDM yang berkualitas mampu 
berpikir kritis, berinovasi, dan mengambil peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Berbekal 
kemampuan tersebut, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan produktif dan menghasilkan 
pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan inilah yang menjadi kunci untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan secara bertahap keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Zuhdiyati et al., (2015); Gumede, (2021) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan artinya peningkatan IPM berdampak pada penurunan kemiskinan.   

Tingginya tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta mengindikasikan bahwa pembangunan 
daerah belum merata. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi fiskal kepada 
Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana 
perimbangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan 
di DI Yogyakarta. Temuan ini sejalan dengan Canare, (2020) yang menjelaskan bahwa kontribusi 
desentralisasi fiskal belum secara optimal menekat tingkat kemiskinan. Dana perimbangan dalam 
penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
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Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiganya memiliki karakteristik dan mekanisme 
penggunaan yang berbeda. DAU bersifat block grant yang cenderung digunakan untuk membiayai 
belanja rutin daerah, seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga pengaruhnya 
terhadap penurunan kemiskinan cenderung tidak langsung (Aini & Suharto, 2024). Sementara itu, 
DAK merupakan specific grant yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, khususnya 
untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan atau kesehatan. 
Realisasi DAK untuk pembangunan fisik menyebabkan DAK tidak mampu  menekan tingkat 
kemiskinan secara langsung (Ika et al., 2020). 

Adapun DBH merupakan bagian dari penerimaan pajak pusat yang dibagikan kepada daerah, 
seperti pajak penghasilan dan sumber daya alam, tanpa kewajiban penggunaannya untuk program 
tertentu. Akibatnya, pemanfaatan DBH tidak selalu diarahkan untuk kegiatan pengentasan 
kemiskinan secara langsung. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dana perimbangan secara 
agregat tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DI 
Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dana perimbangan berperan dalam 
mendukung pembangunan daerah, kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan bersifat tidak 
langsung dan memerlukan waktu untuk memberikan dampak nyata melalui perbaikan infrastruktur 
dan pelayanan publik secara bertahap. Penelitian ini sejalan dengan Aini & Suharto, (2024) juga 
menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 

Selain dana perimbangan, transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah direalisasikan 
dengan pemberian dana desa. Dana desa dialokasikan langsung kepada pemerintah desa untuk 
mendukung pembangunan serta meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Namun, 
hasil analisis menunjukkan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 
DI Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa selama periode 2016–2023 
cenderung diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Dana desa dialokasikan untuk memperkuat 
pembangunan tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam 
implementasinya, alokasi dana desa belum secara langsung menyasar kelompok miskin. Berdasarkan 
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, penggunaan dana desa diarahkan untuk pembangunan 
infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas umum lainnya (Permatasari, 2024). 
Jenis realisasi seperti ini bersifat jangka panjang dan tidak langsung berdampak pada pengurangan 
angka kemiskinan, terutama dalam periode waktu yang singkat. 

Selanjutnya, mekanisme distribusi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No. 201/PMK.07/2022 mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah penduduk, tingkat 
kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Meskipun tingkat 
kemiskinan termasuk dalam formula perhitungan, namun bobotnya tidak terlalu besar. Akibatnya, 
desa dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi belum tentu menerima dana lebih banyak 
dibandingkan dengan desa yang memiliki penduduk miskin lebih sedikit. Hal ini menunjukkan 
bahwa sistem pembagian dana desa belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan perbedaan 
kondisi sosial dan ekonomi di setiap wilayah. Ketidaksesuaian ini membuat kebijakan pembagian 
dana desa menjadi kurang tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin, sehingga 
membatasi peran dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan. Kelemahan dalam tata kelola dan 
kapasitas sumber daya manusia desa juga memperlemah efektivitas pemanfaatan dana desa. Studi   
Kotta et al., (2024) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa masih 
rendah sehingga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaannya belum optimal. Kondisi ini dapat 
menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin justru tidak 
dimanfaatkan secara produktif. Meski studi tersebut bersifat lokal, temuan ini dapat merefleksikan 
tantangan serupa di banyak desa di wilayah DIY.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2019) 
menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Kondisi ini 
disebabkan oleh sebaran penduduk miskin di desa yang tidak sebanding dengan jumlah perolehan 
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dana. Penyelewengan realisasi dana desa juga menjadi sebab tidak efisiennya dana desa dalam 
memenuhi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian Aziz, (2017) menunjukkan bahwa 
pengelolaan dana desa tidak efektif untuk menekan tingkat kemiskinan karena perangkat desa belum 
memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik, serta rendahnya peran masyarakat secara aktif dalam 
realisasi dana desa. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pariwisata dan IPM berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta, dana Perimbangan tidak 
berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan dana desa berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya, IPM merupakan 
variabel yang paling berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. 

Implikasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah dapat mengambil langkah strategis secara 
menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari pelatihan, pengembangan komunitas, pembangunan 
infrastruktur, promosi produk lokal, sehingga pariwisata lebih optimal untuk menekan tingkat 
kemiskinan. Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah dapat 
mengimplementasikan program pelatihan kerja, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat. 
Terciptanya kualitas SDM memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk 
memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan. 
Lebih lanjut berkaitan dengan dana desa, kontribusi dana desa harus dapat menekan tingkat 
kemiskinan daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan penggunaan dana desa 
yang bisa secara langsung menyentuh masyarakat miskin dan memastikan distribusi dana desa 
difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, pemerintah daerah dapat 
melakukan pelatihan dan pembekalan untuk aparatur desa terkait efektivitas pengelolaan dana desa 
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